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PERATIiRAN MENTERI XESEIIATAN

NOMOR 28 TAHUN

TENTANG

IZIN DAN PENYELENGGARAAIT

RTPUBLIK INDOI{ESIA

2017

PR.AXTIK BIDAN

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAI{A ESA

MENTERI KESETIATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ieoimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima
pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yallg a_kan

menjalarkan praktik keprofesiannya harus memitki izin
sesuai dengan ketentuan perahran perundang_unda:rgal;

b. bahwa Bidan merupakan salah satu dari jenis
tenaga kesehatan yatg memiliki kewenangan untuk
menyelenggarakan pelayanan asuhai kebidalran sesuai
dengan bidang keahlian yang dimiliki;

c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/
Per/X/ 20 I 0 tentang Izin darr penyelenggaiaan prakik Bidan
perlu disesuaikan dengan perkembatgan da]1 kebutuhan
hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan peraturan

Menteri Kesehatai tentang Izin dan penyelenggaraan

Praktik Bidan;
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Mengingat 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(kmbaJan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaJa

Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakltir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubalan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan l€mbaran NegaJa Republik lndonesia

Nomor 56791;

3. Undang Undang Nomor 36 Talun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (LembaJan Negara Republik lndonesia Tahun

2014 Nomor 298, Tambahan kmbaJan Negara Republik

Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012

tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorarlgan;

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Taiun 2013 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013

tentang Pend.ayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara

Asing (Berita Negara Republik In d onesia Tahun 20 1 3 Nomor

1320);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1508);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/

Il/2007 tentang Standar Profesi Bidar;
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Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimatsud dengan;
l. Bidan adalah seorarg perempuan yang lulus

yang telai teregistrasi sesuai dengan ketentuan
undangan.

MEMUTUSKAN:

PERATUMN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN
PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN.

dali pendidikan bidan

Peraturan perundang

2. Prakik Kebidanan adalai kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukal
oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidalal.

3. Surat Tanda Registrasi Bidan yang selanjutnya disingkat STRB adalalr
buki tertulis yalg diberikal oleh peme ntai kepada Bidan yang telah
memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

4. Surat Izin pral<tik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bu}ti
tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada
Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik
kebidanan.

;. Praktik Mandiri Bidan adalalr tempat pelaksanaan rangkajan kegiatan
pelayanan kebidanan ya-ng dilalukan oleh Bidan secara perorangal.

i. Instansi Pemberi Izin adalalr instansi atau satuan ke{a yang ditunjuk
oleh pemerintal daerai kabupaten/kota untuk menerbittan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

'. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yarrg
digunakai untuk menyelenggaralal upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratf maupun rehabilitatif yang dilalmkan oleh
Pemerintai, Pemerintah Daerah, dal/atau masvarakat.
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8. Organisasi Profesi adalai wadah berhimpunnya tenaga kesehatan bidan

di lndonesia.

9. Pemerintah hrsat adalah Presiden Republik lndonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimalsud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

10. Pemerintah Daerah ada.lah kepala daerah sebagat unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yalg memimpin pelaksanaan urusan peme ntahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom'

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan umsar pemerintahan di

bidang kesehatan.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kualifikasi Bidan

Pasal 2

Dalam menjalankan Praktik Kebidanan, Bidan paling rendah memiliki

kualifikasi jenjang pendidikar.r diploma tiga kebidanan'

Setiap Bidan harus

keprofesiannya

Bagian Kedua

STRB

Pasal3

memiliki STRB untuk dapat melakukar.r praktik

(2) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Bidan

memiliki sertifkat kompetensi sesuai dengal ketentuan peraturan

perundar-rg undangan.
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(3) STRB sebagaimana dimatsud pada ayat (1) berlaku selama S (lima) talun.
{4) Contoh surat STRB sebagaimana tercantum dalam formulir II yallg

merupal<an bagian tidak terpisahkan dari peraturarl Menteri ini.

pasal 4
STRB yang telal habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi
lErsyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga

SIPB

pasal 5
(l) Bidan yang menjalankan pral<tik keprofesiannya wajib memiliki SIPB.
p) SIPB sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) diberikan kepada Bidan yang

telai memiliki STRB.

p) SIPB sebagaimana dimalsud pada ayat ( 1 ) berlaku untuk 1 (satu) Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.

f4) SIPB sebagaimana dimalsud pada ayat (1) berlalo_r selama STR Bidan
masih berlakr, dan dapat diperpanjang selarna memenuhi persyaratan.

pasal6

(1) Bidan harya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIpB.

e) Permohonan SIPB kedua, harus dilal<ukan dengan menunjuka:-r SIpB
pertama.

pasal 7
SIPB diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk pada pemerintah

Daerall Kabupaten/ Kota.

Penerbitan SIPB sebagaimala dimalsud pada ayat {1) harus ditembuskal
kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
Dalam hal Instansi Pemberi lin mempakan dinas kesehatan kabupaten/
kota, Penerbitan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak
ditembuskan.
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(1)

' Pasal8

Untuk memperoleh SIPB, Bidan harus mengajukan permohonan kepada

Instansi Pemberi lzin dengal melampirkar-r:

a. fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;

b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

c. surat pemyataan memiliki tempat praktik;

d. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat

Bidan akan berprakik;
e. pas foto terbaru dar1 berwarna dengan ukuran 4X6 cm sebalyak 3 $iga)

lembar;

f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat;

dan

g. rekomendasi daii Organisasi Profesi.

Penyaiatan surat ketetangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

tempat Bidan akan berpral<tik sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 ) huruf

d dikecualikan untuk Praldik Mardiri Bidan.

Dalam hal lnstansi Pemberi Izin merupalan dinas kesehatan kabupaten/

kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimalsud pada ayat ( 1 ) huruf

f tidak diperlukar.

Untuk PraLtik Mandiri Bidan dan Bidan desa, Rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf f dikeluarkan oleh dinas kesehatan

kabupaten/kota setelah dilakukan visitasi penilaian pemenuhan

persyaratan tempat prahtik Bidan.

Contoh surat permohonan memperoleh SIPB sebagaimana tercantum

dalam formulir III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Contoh SIPB sebagaimana tercantum dalarn formulir IV yalg merupakal

bagian tidak terpisahkat dari Peraturan Menteri ini

Pasal9

Datam jangka wakhr paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas

permohonar sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 8 ayat (1) diterima dan

dinyatakan lengkap, Instarsi Pemberi lzin harus mengeluarkan SIPB

sesuai dengal ketentuan peraturan perundang_undangan.

(:2)

(3)

(4)

{5)

(6)

(1)
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1l dibuktikanP) Pemyataan lengkap sebagaimana dimal<sud pada ayat
dengan srnat tanda pene maan kelengkapan berkas.

lr)

al

pl

pasal 10

SIPB dinyatal<an tidal< berlaktr dalam hal:
a- tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB;

b. masa berlal<u STRB telah habis dan tidak diperpanjang;
c- dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izint atau
d Bidan meninggal dunia.

pasal I 1

Bidan warga negara asing yang atan menjalaikan praktik Kebidanan di
Indonesia harus memiliki sertfikat kompetensi, STR sementara, dan SIPB.
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
Bidan warga negara asing setelah lulus evaluasi kompetensi.

Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunatan
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh STR sementara.
Untuk memperoleh SIPB, Bidan warga negara asing harus melakukan
permohonan kepada Instansi pemberi Izin dan memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan warga
negafa asing hat'us memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undaigan.

Pasal 12

SfR sementa ra dan SIPB bagi Bidan warga negara asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 berlaku seiama 1 (satu) talun dan dapat diperpanjang hanya
l.mnrk I (satu) talun berikutnya.

pasal 13

[) Bidan wal-ga negara Indonesia lulusan luat negei yang akan melatukal
Praktik Kebidanan di Indonesia harus memiliki STRB dan SIPB.
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(2)

(3)

STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah melakukan

proses evaluasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perlndarlg-

undangan.

Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat l1), Bidan

waiga negaJa Indonesia lulusal luar negeri hams melakukal pernohonan

kepada Instansi Pembed Izin dan memenuhi persyaiatan sebagaimana

dimal<sud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 14

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekeljal<an Bidan

yang tida.k memiliki SIPB

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimal<sud pada

ayat (1) harus melaporkan Bidan yang bekerja darr berhenti bekerja di

Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas

kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi'

BAB III

PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN

Bagiar Kesatu

Umum

Pasal 15

Bidan dapat menjalankan Prakik Kebidanan secara mandiri dan/atau

bekeia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan'

Praktik Kebida:nar-r secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa Praktik Mandiri Bidan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

bempa:

a. klinik;
b. puskesmas;

c. rumah saLit; dan/atau

d. Fasilitas Pelayanan Kesehatar-r lainnya'

(2)

(1)

(1)

12)
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{1)

t2l

pasal 16

Bidan yang berpraktik di Fasilitas pelayanan Kesehatan berupa puskesmas
sebagaimana dimaksud dalarn pasal i5 ayat (3) huruf b meliputi :

a. Bidan yang melakukan prakik kebidanannya di puskesmas; dan
b. Bidan desa.

Bidan desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b merupaharr
Bidan yang memiliki SIPB di puskesmas, da:rl beftempat tinggai serta
mendapatkan penugasan untuk melaksanal<an praktik Kebidanan dan
Pemerintai Daeral pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja
puskesmas yallg bercangkutan.

Pral<tik Bidan desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) merupal<an
tempat praktik bidat desa sebagai jaringal puskesmas.

Dalam rangka penjaminan mutu pelayanan kesehatan praktik Bidan
desa sebagai jaringan Puskesmas sebagaimaia dimal<sud pada ayat (3),
dinas kesehatan kabupaten/kota setempat hams melakukan penilaian
pemenuhan persyaratan tempat yang al<an dipergunal<an untuk
penyelenggaraan praktik Bidan desa dengai mengguna&an Formulir 1

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
Hasil penilaian sebagaimar-ra dimal<sud pada ayat (4) menjadi dasar
rekomendasi sebagaimana dimal<sud dalaro pasal 8 ayat (1) huruf I
sebelum SIPB untuk Bidan desa diterbitkan

pasal 17

Bidan desa dapat mengajukan permohonan SIPB kedua bempa praktik Matdiri
Bidan, selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimal<sud dalam pasal g
a]'at (11 dan mengikuti ketentuanl
a lokasi Praktik Mandiri Bidan yang diajukan, berada pada satu desa/

kelurahan sesuai dengan tempat
b. memiliki tempat Pral<tik Mandiri Bidan tersendiri yang tidak bergabung

dengan tempat praktik Bidan desa; dan
c- waktu Pral<tik Mandiri Bidan yang diajukan, tidak bersamaal dengzrn

wal<tu pelayanan praktik Bidan desa.

t3)

14)

ts)
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Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan' Bidan memiliki

untuk memberikan:

a. pelayanan kesehatan ibu;

b. pelayar-ran kesehatan anat; dan

c. pelayaian kesehatan reproduksi perempual dan keluarga berencana

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 18

Pasal 19

(1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf

diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil' masa persalinan' mal

a. episiotomi;

b. pertolongan persalinai normal;

c. penjahitar luka jalan lahir tingkat I dan ll;

d. penar-rgaran kegawat daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;

e. pemberian tablet tambah daral pada ibu hamil;

f. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;

g. fasilitasi/bimbingan inisiasi menj'usu dini dan promosi ajr susu

eksldusrf;

h. pemberian uterotonika pada manajemen aktifkala tiga dan

i. penFrluhan dan konseling;

\2J

nifas, masa men]'.usui, dan masa antara dua kehamilan

Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu

pelayalan:

a. konseling pada masa sebelum hamil;

b. antenatal pada kehamilan normal;

c. persalinal normal;

d. ibu nifas nofmal;

e. ibu menY-rsui; dan

f. konseling pada masa antara dua kehamilai

Dalan memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana

pada ayat (21, Bidan berwenang melakukan:
(3)
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(1)

al

j. bimbingan pada kelompok ibu hamil; dan
k. pemberian surat keterangan kehamilal dal kelahiran.

pasal20

Pelayanan kesehatan anal< sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf
b dibe kan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan alak prasekolah.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimaia dimal<sud
pada ayat {1), Bidan berwenalg melal<ukan:

a. peiayanan neonatal esensiall

b. penanganan kegawatdamratan, dilanjutkan dengan perujukal;
c. pemantauan tumbuh kembarg bayi, arlak balita, dan anak prasekolah;

dan

d. konseling dan penJ,rtluhan.

Pelayanan noenatai esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a meliputi inisiasi menj rsui dini, pemotongan dan perawatan tali pusat,
pemberian suntikan Vit K1, pemberian imunisasi B0, pemeriksaan flsik
bayi baru lahir, pemantauan tanda baiaya, pemberian tanda identitas
diri, dan merujuk kasus yang tidal< dapat ditangani dalam kondisi stabil
dan tepat wal<tu ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih mampu.
Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b meliputi:
a. penaiganan awal asfiksia bayi baru lahir melalui pembersihan jalan

nalas, ventilasi tekanan positif, dan/atau kompresi jantung;
b. penangaaai awal hipotermia pada bayi baru lahir dengal BBLR melalui

penggunaan selimut atau fasilitasi dengan cara menghangatkan tubuh
bayi dengan metode kangguru;

c. penalrganan awal infeksi tali pusat dengan mengoleskai alkohol atau
povidon iodine serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan kering;
dal

d. membersihkan dan pemberian salep mata pada bayi baru laiir dengan
infeksi gonore (cO).

t3)

{4)
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(5) Pemantauan tumbuh kembang bayi' anak balita' dan anal prasekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan

p"lri-brlrgurr berat badan, pengukuran lingkar k€pala' *l*1::
it.rr*t O.*, stimulasi deteksi dini' dan intervensi dini peyimpangan

tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining

Perkembangan (KPSP)

(6) Konse)ing dan penlruluhan sebagaimana dimaksud pada 
:til-!? 1::r]l

-"ip"ti"p"-u*ir. komunikasi, informasi' edukasi (KlE) kepada ibu dr

keiuarga'tentang perawatan bayi baiu lahir' ASI eksklusif' l"t*.Oilu
;;;;;" uu.,, rur'i,, pelavanar kesehatan' imunisasi' gizi seimbang'

PHBS, dar tumbuh kembang

Pasal 21

Da1am memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan kel

b"r"n"urru ""bug.i-ana 
dimatsud dalam pasal 18 huruf c' Bidan beiw

memberikan:

u. p"n1n-rttnrrl aut konseling kesehatan reproduksi perempuar dan kel

berencana; dan

b. pelayanan kontrasepsi oral' kondom' dan suntikan'

Bagian Ketiga

Pelimpahan kewenangan

Pasal 22

Selain kewenangan sebagaimara dimal<sud dalam Pasal 18' Bidan me

kewenanga-n memberikan pelayanan berdasarkan:

a. penugasar dati pemerintah sesuai kebutuhan; dan/atau

i. 
'o"urn"p*urt 

*"*enang melakukar tindakan pelayanan kesehatan s

mandat dari dokter'

Pasal 23

(1) Kewenangan memberikan pelayaian berdasarkan

pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud

huruf a. terdii atas:

penugasan

dalam Pasal
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et

llt

F}

a- kewenangan berdasarkan program pemerintal; dan
b- kewenangan katena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu

wilayah tempat Bidan bedugas.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bidan setelah
mendapatkan pelatihan.

Pelatihan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) diselenggarakan oleh
Pemerintal-r Pusat atau Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi
terkait berdasaikan modul dar kurikulum ya]rlg terstandarisasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidan yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berhal< memperoleh sertifikat pelatihan.

Bidan yang diberi kewenangal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus
mendapatkan penetapan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal2.l
Pelayanai kesehatan yang diberikai oleh Bidan ditempat kerjanya, akibat
kewenangan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 23 harus sesuai dengan
kompetensi yarrg diperolehnya selama pelatiharr.

Untuk menjamin kepatuhan terhadap penerapan kompetensi yang diperoleh
Bidan selarna pelatihan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), Dinas
kesehatan kabupaten/kota harus melakukar] evaluasi pascapelatihan di
tempat kerja Bidai.
Evaluasi pascapelatihan sebagaimanadimaksud padaayat (2) dilal<sanakan
paling larna 6 (enam) bulan setelal pelatihan.

pasal25

Kewenangan berdasarkaa program pemerintah sebagaimana dimal<sud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pemberian pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim dan alat kontrasepsi

bawah kuiit;
b. asuhaa antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit

teftentu:
c. penaigaian bayi dar-r anak balita sakit sesuai dengar pedomarr

ditetapkan;
yang

@
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d. pemberial imunisasi rutin dan tambahan sesuai program pemerintah;

e. melakukan pembinaan pera.n serta masyard<at di bidang kesehatan ibu

dan anak, anak usia sekolah dal remaja, dan penyehatan lingkungan;

f. pemaltaual tumbuh kembang bayi, anal< balita, anal pra sekolai dan

anek sekolah;

g. melat<sanakan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyrluhan

terhadap Infeksi Menular Seksual {lMS) termasuk pemberian kondom'

dan penyakit lainnYa;

h. pencegahan penyatahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

lainnya (NAVZA) melalui informasi dan edukasi; dal
i. melalsanakan pelayanan kebidanan komunitas;

(2) Kebutuhan dan pen5rediaar obat, vaksin, dan/atau kebutuhan logistik

Iainnya dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Passl 26

(1) Kewenangan karena tida.k adanya tenaga kesehatan lain di suatu

tempat Bidan bertugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 23 ayat (1

huruf b tidak b€rlaku, dslam hst telah tersedia tenaga kesehatan

dengan kompetensi dsn kewenangan yang sesuai'

(2) Keadaan tidak adanjra tenaga kesehatan lain di suatu wilayah

Bidan bertugas sebagaimana dimstsud pada ayat (1) ditetapkan

kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat'

Pasal 27

(f) Pelimpahan w€wenang melahrkan tindaka'n pelajranan kesehatan

mandat dari dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf

dibe,rikan secara tertulis oleh doktet pada Fasilitas Pelayanan

tingkat pertama tempat Bidan bekerja.

Tindakanpelayanankesehatan sebagaimanadinaksudpadaayat (1)

dapat aliberikan dalam keadaan di mana terdapat kebutuhan

Jrar\g melebihi keters€diaan dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

peftama tersabut.

(2)
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t3) Pelimpaian tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayal { l) dilakukan dengan kelenuanl
a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kompetensi yang telah

dimiliki oleh Bidan penerima pelimpalan;
b. pela&sanaan tindal<an yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan

dokter pemberi pelimpaian;
c. tindal<an yang diiimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan

klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan
d. tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menems.
Tindal<an pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ
menjadi tanggung jawab dokter pemberi mandat, sepanjang pelaksanaan

tindakan sesuai dengan pe)impahan yang diberikan.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Hal<

pasal 28

Dalam melaksar-rakal prattik kebidalannya, Bidan berkewajiban untuk:
menghormati hal< pasien;

memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dal:I pelayanal
yang dibutuhLan;

c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya

d. meminta persetujuan tindakan yang akarr dilal,.ukan;

e. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan;

f- melakukan pencatatan asuhal kebidalal da]rl pelayanan lainnya yang
diberikan secara sistematis;

g. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional;

h. melakukal pencatatan dan pelaporan penyelengqaraan Pral<tik Kebidanan
termasuk pelaporan kelahiran dan kematian;

i pemberian surat rujukan dan surat keterangan kelahiran; dan

t4)

a-

b.
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j. meningkattan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti

perkembangal ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan

pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal29

Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan memiliki ha.k:

a. memperolehperlindunga:nhukum sepanjangmelaksanalanpelayanannya

sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dall standar prosedur

operasional;

b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau

keluarganya;

c. melal<sanakan tugas sesuai dengan kompetensi dal kewenaagan; darr

d. menerima imbalan jasa profesi.

BAB IV

PRAKTIK MANDIRI BIDAN

Pasal 30

Bidan yang menyelenggarakal Praktik Maldiri Bidan harus memenuhi

persyaratarr, selain ketentuan persyar:atan memperoleh SIPB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal S ayat (1).

Persyaratan seba€aimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan

lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan ba}Iar1 habis paka-i.

(1)

l2l

Pasal 31

Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat {2) bempa

PraLtik Mandiri Bidan harus berada pada lokasi yang mudah untuk akses

mjukan dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan.pe
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pasal32

ksyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat {2) meliputi
ruang dalam bangunan Plal<tik Ma1rdiii Bidan yang terdiri atas:
e! ruang tunggu;
h. ruang periksa;

C. ruang bersalin;

A ruang nifas;

c. Wc/kamar mandi; dan

L ruang lain sesuai kebutuhan.

pasal 33
Selain persyaiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, bangunan
Pr-al<tik Mandiri Bidan harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik
balgunaa lainnya.
Ketentuan tidak bergabung fisik bangunan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat l1) tidak terrnasuk mmah tinggal perorangart, apartemen, rumal
toko, rumai kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.
Dalam hal pral<tik matdiri berada di rumal tinggal perorangan, akses
pintu kelual masuk tempat praktik harus terpisah dari tempat tinggal
perorangan.

Bangunan prattik maadiri Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1J

harus memperhatikan fungsi, keamalal, kenyamalan darr kemudahan
dalarn pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dar-r
kesehatan bagi semua orarg termasuk penyandang cacat, anak_anal< dart
orang usia lanjut.

Pasal34
krsyaratan prasaiana kal<tik Mandiri Bidan sebagaimana dimatsud dalam
Pas€l 30 ayat (2) paling sedikit memiliki:
a- sistem air bersih:

b. sistem kelistrikan atau pencahayaan yaig cukup;
c- ventilasi/sirl:ulasi udara yang baik; darl
d. prasarana lain sesuai kebutuhan.

pe
rpu

sta
ka

an
.ke

men
ke

s.g
o.i

d



(1)

Pasal35

Persyaratan peralatan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 30 ayat (2) berupa

peralatan Praktik Mandiri Bidan harus dalam keadaan terpelihara dan

berfungsi dengan baik untuk menyelenggarakan peLayanal.

Pasal 36

Persyaratan obat dan baharr habis pa1<ai Prattik Mandiri Bidan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi pengelolaan obat dan bahan

habis pakai yaig diperlukan untuk pelayanan antenatal, persalinan

normal, penatalalsanaal bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana, dat
penangaral awal kasus kedaruratan kebidanan dan bayi batu lahir.

Obat darl bahan habis pakai sebagaimara dimaksud pada ayat (1) hanya

diperoleh dari apotek mela.lui surat pesanan kebutuhan obat dan bahan

habis pakai.

Bidan yang melal(rkan praktik rnaidiri harus melaLukan

pendoknmentasian surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis patai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta melakukan pengelolaan obat

yang baik sesuai dengan ketentuan peraturar perundang-undangan.

Contoh surat pesaran obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam formulir V yang merupakan bagian tidak

lemisahkan dari Peraluran Menteri ini.

{2)

(3)

(4)

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, peralatan,

dan obat obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasa-l

36 tercantum dalam Lampiian yang merupalan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

(1) Prakik Mandiri Bidan harus melaksanatar pengelolaan limbah medis

{2) Pengelolaan limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapa

dilakukan melalui kerjasama dengan institusi yang memiliki ins

pengelolaan limbah.
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(1)

pasal 39
Praktik Mandiri Bidan har-us memasang papan narna pada bagian atau
ruang yang mudah terbaca dengan jelas oleh masyaral<at umum dengan
ukuran 60x90 cm dasar papan nama berwarna putih dan tulisai berwarrra
hitern

Papan narna sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paling sedikit memuat
nama Bidan, nomor STRB, nomor SIPB, dan waLtu pelayanan.

Pasal 40
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melakukan penilaian terhadap
pemenuhan persyaratan Pral<tik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 sarnpai dengan Pasal 36, dengan menggunal<an instrumen
penilaian sebagaimana tercantum dalam Formulir I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Hasil penilaian kelayakan sebagaimara dimaksud pada huruf{1), menjadi
dasar dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimatsud dalam pasal

8 ayat (1) huruf f.

Pasal41

Praltik Mandiri Bidan tidak memerlukan izin penyelenggaraan sebagai
Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Izin penyelenggaraan Prakik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melekat pada SIPB yallg bersangkutan.

Pasal 42

Bidan dalarn menyelenggaralan Praktik Mandiri Bidan dapat dibantu oleh
tenaga kesehatan lain atau tenaga nonkesehatan.
Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memiliki
SIP sesuai dengan ketentuar peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Bidal yang berhalangan sementaia dalam melalsanakai praktik
kebidanan dapat menunjuk Bidan pengganti dan melaporkarnya kepada
kepala puskesmas setempat.

t2)

(l)
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(2) Bidan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
SIPB dan tidak har-us SIPB di tempat tersebut.

Pasal 44
Dalam rangka melal<sanakan pml<tik kebidanan, praktik Mandiri Bidan
melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana antenatal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN

pasal45
( 1 ) Bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan p

yang diberikan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) ditujukar ke puske

wilayai tempat pral<tik.

Pencatatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dilal..sanat<an
disimpai sesuai dengan ketentuan peraturai perundalg undaigai.
Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dike
bagi Bidan yang melaksaiakal praktik di Fasilitas pelayanan Keseha
selain Pral<tik Malldiri Bidan

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal46

(3)

(4)

(1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan provinsi, dan/atau Kepala
Kesehatan Kabupaten/Kota melal<ukai pembinaan da]-l penga
terhadap pelaksanaan pmktik bidan sesuai dengan kewenangan
masing.
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Da.lam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dapat mengikutserta l<an organisasi profesi.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimalcsud pada ayat (1)

diaralkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien,
dal melindungi masyar.al<at terhadap segala kemungkinal yang dapat
menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Dalam rangka pelatsatraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dapat memberikan tindakan administratif kepada bidal yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praLtik.
Tindakan administtatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;
c. pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) t€iun; atau
d. pencabutan SIPB selamanya.

BAB VII
KETENTUAN PERAI,IHAN

Pasal 47

Praktik Mandiri Bidan yang telah terselenggara berdasarkal pelaturan

Menteri Kesehatan Nomor 1464/MenkeslPer/X/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan tetap dapat menyelenggarakan pelayanan
sampai habis masa berlatunya izin.
Praktik Mandiri Bidan yang diselenggar.akan berdasarkan peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 1464/MenkeslPer lX/2O10 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan, harus menyesuaikan dengat peraturan

Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan Menteri ini
diundangkal.
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(3) Proses pennohonan SIPB baru atau perpanjangan SIPB yang

memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehataq

1464/Menkes/Per/X/20 l0 tentang Izin dan Penyelenggaraan

Bidal, darr diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor I 464/

Per/X/2OIO.

Pasal48

Bidan desa ya-ng telah memiliki SIPB berdasarkan Perah.rran Menteri

Nomor 1464/Menkes/Pet lXl2OlO tentang lzin dan Penyelenggaraan

Bida.n, dan tempat pralctiloeya di desa/kelurahan belum mengikuti

dalam Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikal diri paling lambat 3

tahun sejal< Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan N

1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Perah-rran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan'
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setiap orang mengetahuinya, memerinta}kan pengundangal Peraturs-n

i ini dengan penempatannya dalam Berita Negala Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

NII,A FARID MOELOEK

di Jakarta
tanggal 13 Juli 2017

JENDERAL
TURAN PERUNDANG-UNDANGAN

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

IEPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BDRITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 954

Salinan sesuai d€n{an aslinva 
_- ' ' 1'

BilE Hukurn dan OrgdttisaBil I LJ r' k ; l
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG

IZIN DAN PENYELENGGARAAN
PRAKTIK BIDAN

PERSYARATAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN

PERSYARATAN BANGUNAN TEMPAT PRAKTIK
1. Merupal<an bangunan pennanen dan menetap
2. Dinding dan lantai tempat praktik berwarna terang, tidak berpori dan

mudah dibersihkan.
3. Lantai tempat prattik tidal< licin, tidak berpori dan mudalt dibersihkan
4. Akses/pintu keluar masuk ke ruang pral<tik terpisai dari rumah tinggal

keluarga.

5. Memiliki mang tunggu, ruang periksa, ruang belsaiin, ruang nifas/rawat
inap, kamar mandi/Wc, ruang pemrosesan alat dengan syarat syarat
tertentu.

PERSYARATAN RUANG PRAKTIK
1. Ruang tunggu

a. Ruangan beNih dan nyaman
b. Dilengkapi dengan bangku tunggu
c. Tersedia media infomasi kesehatan

2. Ruang periksa
a. Ukuran minimal 3x2 m,
b. Dinding dan lantai terbuat dari baian yang tidak tembus af dan mudah

dibersihkan, keras, €{a, lidak [c,n.
c. Ruangan bersih dan tidat berdebu
d. Dilengkapi tempat tidur untuk pemeriksaan dengaa ukrrai sesuai

standar, meja dan kursi
e. Tersedia tempat untuk mencuci tarlgan dengan air mengalr dan

tersedia sabun atau antiseptik
f. Tercedia media informasi kesehatan ibu dan anaL
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3. Ruang tindakan
a. Ukrnan minimal 3 x 4 m2 untuk 1 (satu) tempat tidur

utura.n sesuai standar

b. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidat tembus

dibersihkan, keras, rata, tidat licin
c. Atses keluar masuk pasien lebar minimal 90 cm

d. Ruangan b€rsih dan tidat berdebu

e. Tersedia meja resusitasi untuk neonatal dar-l set resusitasr-

f. Tersedia tempat untuk mencuci tangan dengan air

teGedia sabun atau antiseptik

4. Ruang nifas/rawat inap ibu dar-r bayi

a. Ukuran minimal 2x3 m untuk 1 tempat tidur
b. Jumlai tempat tidur matsimal 5 (lima) tempat tidur

dengar-r luas rualgal,
c. Dinding dar,l lantai terbuat dari bahan yang tidat tembus air daa

drbersihkan, keras, rala, tidal< licin.

d. Akses keluar masuk pasien lebar minimal 90 cm.

e. Ruangan bersih dan tidal berdebu

f. Tersedia tempat untuk mencuci tangan dengan air mengalir

teNedia sabun atau antisePtik.

5. wc/Kamar mandi

a. Dinding dan lantai terbuat dari balran yang tidak tembus air darl

drbersihkan, kcras. .ara. tidak l.in
b. Pintu terbuka keluar, lebar daun pintu minimal 90 cm, mudah

dan ditutup.
c. Dilengkapi dengan pegangan rambat (hardrail), kloset di

kloset duduk.
d. Tersedia shower/ ga$rng

Ruaig lainnya bila difungsikan untuk pemtosesan alat dan pen

limbah
a. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan

dibersrhkan, ieras, rala. Lidal< llcin

Tersedia wastafel khusus pencucian alat dengan air mengalir

Tercedia alat dan tempat pemrosesan alat sesuai standar.

Untuk pengelolaan limbah padat tersedia tempat sampah teftutup

telpisah untuk limbal medis dan limbah domestik, dilapisi karl

plastik. Limbah medis yang infeksius hanya boleh disimpan

48 jam.

b.

d.
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e. Untul< pengelolaan limbah cair diperlukan septic tank yang kedap air
terpisah dari limbah rumai tanSga

PERSYARATAN PRASARANA

1. Sirkulasi udara 15% x Luas lantai (dalam hal tidat terpenuhi 1S%, maka
bisa ditambah alat pengatur sirkulasi udara seperti: AC, kipas angin)

2. Cahaya terang dan tidak menyilaukan
3. Pintu dapat dikunci, dan terbula keluar
4. Tersedia sketsel, gorden yarg mudah dibersihkan
5. Tersedia air mengalir
6. Tersedia sistem kelistrikat yang sesuai dengan peralatan yang diguiakaa
7. Tersedia minimal I titik kelistrikan tiap ruangan, sedangkan khusus

ruangan tindakan minimal 2.
8. Tersedia minimal 1 Alat Penadam Api Ringan (ApAR) dalam kondisi siap

pal<ai

9. Meubelair

Ifo. .'EIIIS XEI'BEIIIIR JUUIAIi IruUll
1. Kursi Kerja

2 1 buah
3. Mej€ Tulis % biro

4. Tempat Tidur Periksa I buah
Tempat Tidur utuk Persalinan

6- Tempat Tidul Nifas

7. Boks Bayi r buah
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lo.Pencatatan dan Pelaporan

I,EIIA PEI|CATATAII DAI{ PELAPORAN .'UMI.AII MINIMUM

A. (esehataD Ibu atar xB
L TB.t- KIA

2.

5 Formulir dd surat keterdgd lain sesuai

kebutuhm Peiaydan Ymg diberikm

Fotmnlt Infotued ca6ent
7.

a. Sesuai Kebutuhm

9. Surat Ketermgan Hmil
to Pencatatm asuhm kebiddah
B.

l

-e.g- 

oinai.g ruies 1 buah

2 Bagan MTBS

Bul'a register BaYi

Fomulir Deteksi Dini Tumbuh Kemrrmg

5. Formulir Kuesioner Pra Skrining

Perkembded (KPSP)

Fomulii Rekapitulasi laporm Kesehatd

Bayi

sesuai Kebutuhd

7. Reeister Kohon BaYi

c.
Fomulir lain sest€i kebutuhan pelavanm

E-l'"!rya

Fomulir dd Surat Keterdgo lain

Fo*lir Pattosraf

f:1Y'.1'''9"
D.

L

3. sesuai Kebutuhm

s*uai Kebutuhe 
l

5. Formulii Pe6alind/nifas dd KB

cmulir eujut<m sesuai Kebutuhd6.

l
a Kdlone persalinm

t-
I Buku Register Pelayanan

2 Fomulir lain sesu!.i kebutuhan pelayand
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PERSYARATAN PERALATAN

no. JENIS PERALATAN
JUMLAH

MINIMUM
L set P€meriksaan Obstettt Gyrckologi

l.
t

Bak lnstrunen dengm turup

Bakr rrgm lempat Alat Steril Berturup
3.

5. Sp hu a ma ma no me te r D ew as a

6.

7_ Sudip lidan

a. Temoheter Dew,sz

9. Timbangan Dewasa

10.

ll
t2.

r3
Gunting Benang

ountng Eprsrotomi

14. Gunting Tali Pusat

15.

I6l Klem Kasa (Korentdg)

t7_ Tempat Klem Kasa {Korentms)
la I-lmpu Periksa Halogen

19. Maskei Oksigen + Kanula Nasal Dewasa

20

2t_ Needle Holder Matheiu

22. Pelvimeter Obstebik

23. Pinset Jdingan (Sirursis)

24. Pjnset Kasa (Anatomis)

25.

26.

27.

%.
SpeLtlum (Sims)

Spekulum Cocor Bebek

30.

Sietoskop Jdin/ Feroscope

32. Tabung Oksigen dd Regulator
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JEllIS PERALATAI{
JU!TLAIi

MIlllMIIU

tr. S Perettksaan reselatau Anat

1_ AIat Pengukur Pmjdg Bavi

2.

Pengukur lingkar kePala

Pengukur tinggi badd anak

IU. Set Pelayaaar XB

2. Implant Kit

3. II'D Kit

Atigator Ekstrakior AKDR

5. Gunting Mayo C\aD

6.
....' ...'rce- 

r""a L*s (sponge Fostet sttoighi

Klem Penarik Benms AKDR

a. sonde Uterus Sims

Tenalolum Schroeder

10 Ts."pJ =-

w. Set lEurfsasi

1 bual

1

v*"lne R.J,,se,"tu,2.

T l
s€t Rc.usitati BaYl

rraeja Remitasi dengm Pemanas flnfanf

3 ghisp rrndir Del-ee {neonatus)

Bdtal
vI.
.-l l -.fiil

t- r h'*h2. I Celemek Prastik

3. Kacmata google

P-.tup ..ttlb.t
D"k 8.1."s

5.

a 2 bua}I

7.

& k-rn Al"t
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lfo. JEIIIS PERALATAII
JIIULAH

l[tlllurnr
10. Meteran (untuk mengukur ringgi Fundus) I buah
II 5 buah
12 2 buah
13.

Seprei 3 buah
15. Set Tumbuh Kembang Anah

16. Sikat untul< Membersiikan Peralatan 1 bual
17 Tempat Sampah Tertutup ymg dilengkapi

densm injakd pembuka penutup
2 buah

18. 3 bueh
19. Toples Kapas/Kasa Steril 3 buah
20. T.omol Kasa/IGin Steril 3 buah
2l
22. Bengkok 3 buan
23. Pensukur Tinssi Badd (nicrotoise)

2+.

25 Handuk Pembungkus Neonatus

Kebutuhan
26. Kmtong Metode Ksl1guru sesuai ukuran

27. lf,mri Kecil Pasien

2A Selimut Bavi 2 buah
29. 3 bua}I
30.

D. PERSYARATAN OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI

NO- JENIS OE \T SEDIAAN JUMLqI{
KOMRASEPAI ORAL

Sesuai Kebutuhan
2. Kombinasi desosestr€l dd Tablet

3. Kombinasi levonorgestrel dan Tablet
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NO. SEDIAAN

Kombinasi C]?roterone acetat

dd ethlmylestadiol

Kombinasi Gestodene daD

7.

Kombinasi drospirenone dm

9_ Kombinasi eth)dylestradiol

KOIITRASEPSI SUTYTIK

10. MedrcryToprogesterone

tl.
Medrorf roprogesterone

acetaie (DMPA) dd estradiol

BOI\PIRASEPSI IMPI,AN

L2.

13.

I(OIITRASEPSI AI.DR

r4. IltD Cu T 3aO A

taoltDoM

Buatr

OBAT XEGAtr'ATDARIIRATAN DA.I{ OBAT I,1III{

17.

18. Metilergometrin Inj.

19. MgSO4 40% inj.

20 Kalsium Clukonai 10% inj.

21. Nifedipir/a.mlodiiii6"i *

22 Metlldopa

23. Vitmin A Dosis iinggi Soltgel

24. Tablet tambah deah
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Starrdar Prosedur Operasional (SPO) sesuai dengan standar pelayanan

kebidanan, minimal tersedia:

tto

I
2

3

5

6

7

8

9

10

11.

12.

SPO Pelaya.ne Antenatal

sPO Pelaymm Persalinan

SPo Pelaydan Nifas

SPO Penmgand Bala Bzn Izhir
SPO pelayanm KB

SPO Pendganm PER, PEB, Ekldsi
SPO Penatalal<ssam Ruiula
SPO Hemmoragic Ante Pdtum

SPO Hemoraglc Post Ptrtum

SPo Penegdm BaYi Asfiksia

SPO Mengatasi SYok

SPO Penceaahd Pengend€rid Infeksi (PPl

I
I
I
I
1

1

I
1

I
I
I
i

MENTEzu KESEHATAN

REPUBLIK ]NDONESIA,

TID

NILA FARID MOELOEK

Salinsn s€suai dengan aslinYa

SH, M(M, M-HUlll

196504041984031002
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5. Tempat Tidur untuk tr

6. Tempat Tidur Nifas .
Boks Bayi !

PENCATATAN DAN PEI"APORAN

1. I<F,SEHAfAN IBU DAN XB
a. Buku KIA !
b. Buku Kohort lbu tr
c. Kaitu Ibu tr
d. Buku Register lbu !
e Pencatatm asuhm tr

!

-
.

I..

! Ada

tr Ada

! Ada
! Ada

tr
-
.
tr
!

i Fomulir Inlorned Coreent

e. Formulir Lapord
h. Formulir Rujukan
i, Surat Keterangd Hamil
j. Formulir du surat

keterangd iain sesuai
kebutuhan Pelayman Ydg

2. KESEHATAN ANAK

a. Bagan Dinding MTBS

b. Bagan MTBS

c. BuLa reglster BaYi

d. Fomulir Deteksi Dini
Tumbuh Kembds Anak

e. FormuLir Kuesioner Pra
Skrinins Perkembangan
(KPSP)

f. FomulirRekapitulasi
Laporan Kesehatd BaYi

g. Register Xohort BaYi

3. IMUNISASI

a. Fomulf laPoran
b. Fodulir lain sesuai

kebutuhan PelaYanan Ydg

4. PERSALINAN

^. hfamed Cansent
b. Kantong Persalind
c. Fonulir LaPoran
d. Formulir Paftograf
e. Formrdir Persalind/ njfas

dan KB
t. Formulir Rujukan
g. Fomulir Surat Kelahird
h. Fomulir dm Surat

Keterdgu lain

n
!
!
n
tr

!
.
tr
-
-

!
D
n
!

tr

tr
-
.
tr

ll

F]

!

tr
.

tr Ada
! Ada
! Ada
! Ada
! Ada

I Ada
tr Ada
! Ada

! Tidat ada
! Tidak ada
. Tidak ada
tr Tidak ada
! Tidak ada

! Tidal< ada

n Tidak ada
tr Tidak ada
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5. IuFAS

b. Fomulir lain sesual
kebutuhd pelayanan

PERALA'TAi[

b. Behi losam tempat
alat steril bertutup

e Sphggmomaaometel

I Sietoskop Dewasa
g. Sudip lidah
h. Termometer Dewasa
i. Timbango Dewasa

l. Guntine Bendg
m. Gunting Episiotomi
n. GuntingTali Pusat
o. GuntingVerbdd

q. Tempat Klem Kasa

r. raapu Periksa

s. Masker Oksisen +

Kanula Nasal Dewasa
t. Meja Instrumen

v. PelvimeterObstetrik
w Pinset Jeingan

(Sirursis)

z. Setengah Kocher
aa. spekulum (Sims)

bb. Spekuium Cocor

dd. Stetoskop Dewasa

! Ada

! Ada

! Tidak ada

! TidaL ada

G.

T. SET PEMERINSAAN OBSTETRI DAII GYIVEI(OI,OG
a. Bak instrumen ! Ada ! Ti.l,k.d2

! Ada

- Ada
! Ada
tr Ada

n Ada
! Ada
! Ada
tr Ada
! Ada
! Ada
! Ada
! Ada
tr Ada
! Ada
! Ada

- Ada

! Ada

! Ada

tr Ada
! Ada

! Ada
! Ada

D Ada

! Ada
! Ada
fl Ada

- Ada

D Tidai< ada

tr Tidak ada
n Tidak ada
! Tidal ada

! Tidat ada
! Tidal< ada
! Tidal< ada
- Tidak ada
! Tidal ada
! Tidat ada
tr Tidat ada
! Tidal< ada
! Tidal< ada
! Tidak ada
D Tid.t ada

! Tidal< ada

! Tidak ada

! Tidat ada

- Tidak ada
! Tidak ada

! Tidal< ada
! Tidat ada

! Tidal< ada

tr Tidak ada
tr Tidak ada
tr Tidat ada

D Tidak ada

! Tidak ada
! ndak,d.

! Ada
! Ada
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2. IIET PE ERITSAA.II XEADIIAAAT ANAT

tr Ada

ee. Stetoskop Janin/

II Tabung Oksigen dan
ReSulator

d. PcnguL:ur Unggi

e. Tinbangan bayi

j. seapcr

r. sBt rrumsasr

b. Yacine Reii.q€.aro.

b. Mcja Resusitasi
dengan kmanas
&fen
&adiart war|nEr)

c. Fcngldsap l.fllir
Dcr.cc (neonatusl

D Tidak ada

tr Tidak ada

tr Ada

tr Ada

tr Ada

B Ada

tr Ada
tr Ada

tr Tidak ada

tr Tidak ada
tr Tidak ada

tr Tidak ada

tr Tidak ada

tr Tidak ada

tr Tidak ada
tr Tidak ada
tr Tids} ada

tr Tidel ada
tr Tida} ada

O Tidak ada

tr Tidsl ada
tr Tidsl ada
tr Tidsl ada
tr Tidsl ada

tr Tidsl ada
tr Tidak ada

tr Tidak ada

tr Ttdak ada

Panjang Bqyi
b. Lampu periksa C Ada
c. Pengukur lingkar tr Ada

3. SEI PEIAYAIIAN XB

a. BakilrgamT€mpat tr Ada
Alat steril B€rtutup

b. lmplant rtt tr Ada
c. IUD Kit tr Ada
d. Aligator Ekstnl:to. D Ada

AKDR
€. Guntiqg Mayo CVD D Ada
t KemKasalurus D Ada

(qpon!N! Fostcr
strdghd

g. Rlcm Penarlk Bcnang tr Ada
ATDR

h. Sonde Utems Sims tr Ada
t. Ten€lulum Schrc€der tr Ada

tr Ada
n Ada

5. €Ar RreualTAsl BAYI
a, Babg $.clianknp D Ada

tr Ada

D Ade tr Ttdak adape
rpu
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6. PERAIATAII LAII'I

b- Celemek Ptastik
.. Kacamata google

e. Penutup rambut
t Duk Bolong

j. Meterd (untuk
mengul1lr tinggi

Lila

Kembmg Anak

Membersihkm

q. Tempat Smp.n

d engkapi
densm injatan

Kapas/Kasa Stedl
t. Tromol Kasa/Kain

v. Bengkok
w. Pengukur Tinggi

r. Pisau Penakrr

z. Kmtong Metoda
Kmguru sesuaj
ukuran neonatus

bb. Seumut Bayi
cc. Selimut Dewasa

- Tidal< ada
tr Tidak ada
tr Tidak ada
! ndak ada
D Tidak ada
- Tidat ada
- Tidal< ada
tr Tidal< ada
tr tidak ada
. Tidak ada

! Tidat ada
tr Tidat ada
tr Tidal< ada

tr Tidak ada
. Tidak ada

! Tidak ada

- Tidal< ada

! Tidat ada
- Tidal< ada

tr Tidal< ada

! Tidak ada
! Tidak ada
. Tldak ada

- Tidal< ada
- Tidal< ada

! Tidak ada

! Tidak ada

n Tidak ada
! Tidak ada
. Tidat ada

tr Ada
. Ada
- Ada
! Ada
tr Ada
El Ada
D Ada
n Ada
- Ada
I Ada

tr Ada
. Ada
. Ada

- Ada
- Ada

ft Ada

tr Ada
tr Ada

n Ada

! Ada
- Ada
n Ada

! Ada
tr Ada

. Ada

! Ada

- Ada
tr Ada
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rL OBAT DAN BAIIAN I{ABIA PAXAI

1. Jcnts Obat tang haroe ada di Praluk maDdirt btda.

T]

-

a. Oksitosin inj lOlU

b. Metilergometrin inj
o,2 

'ns/nLc. Magnesium sulfat inj
ao% {i.v.i

d. Kalsium Clukonat inj

a. vitmi! A dosis ting:g1 n
b. Tablet Tamben ddah tr
c. Vitmin Kl Injeksi tr
d. Salep mata !

Ada n Tidal< ada

Ada tr Tidak ada

Ada I Tidal< ada

Ad, ! Tidak ada

U Tidak ada
! Tidak ada
D Tidak ada
! Tidak ada

- Tidak ada
. Tidal< ada

! Tidak ada

tr Tidak ada
tl Tidak ada

ll

tr

2, Jedis Obat yeng btls distmpd di prsktik Eandtri bidan

e. Desogesbei Tablet

desogestrel dm
etinilestradiol Tablet

levonorgestel dan
ethllest€diol Tablet

h. Linesbenol Tablet

Cwroterone acetat
d€.n etinilestadiol

j. Kombinasi Gestodene
dd etinilestladiol

k. Irvonorgestrei Tablet

dlospirenone dm
etinilestadiol tabiet

ethimilestradiol dan
lynestrenol Tablet

n. MedroxlTrogesterone
acetatae (DMPA) vial

Medror:),?roAesterone
acetate (DMPA) de
estradiot clTionate

p. l€vonor8estel rcds
q- Etonogestrel rcds
r. IUD Cu T 380 A
s. IUD t'onoeestrel

tr
T]

tr Ada

n Ada
tr Ada

tr Ada tr Tidak ada

tr Ada tr Tidak ada

tr

Ada tr Tidak ada

Ada ! Tida.k ada

tr

tr Ada

! Ada
! Ada
tr Ada
- Ada

tr Tidak ada
- Tidak ada

! Tid€.k ada
! Tidak ada
! Tidak ada
tr Tidal< ada
tr ndak ada
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3. BAII/IIY MEDIS I.IABIS PAIIAI

! Tidak ada
n Tidak ada
! Tidal< ada
I Tidak ada
tr Tida& ada
tr Tidak ada
! Tidak ada

! Tidal< ada

- Tidal ada

! Tidak ada
! Tidak ada
! Tidak ada

k. Bendg ChJohic
Catgut

1. Gelmg Bayi
h. Intus Set De.wasa

v. Safuhg Tangd
x. S:nng Tangm

(Manual Plasenta)

! Ada

tr Ada

! Ada

b. cairan Desinfektd

e. Kasa Non Steril

I. Lidi kapas St--ii1

i. Podofilin Tinctura

! Ada
tr Ada
tr Ada
! Ada
fl Ada
I Ada
tr Ada
tr Ada
. Ada

j. Sabun Tdgan atau - Ada

n. Intus Set densm Wing tr Ada
Needle untuk Anal<
dd Bayi nomor 23
dan 25

o. JarumJahit tr Ada
p. Kdtong Urin tr Ada
q. Kateter Folley dewaa ! Ada
r. Kateter Nelaton ! Ada
s. Pembalut ! Ada
t. Pengikat tali pusat tr Ada
u. Plester fl Ada
v. saoun .dt unrut< cucl L I Acla

! Tidal< ada
! Tidal< ada
! Tidak ada
! Tidak ada
tr Tidak ada
! Tidel< ada
! Tidal< ada
i Tidak ada

! Tidak ada

! Tidak ada

I. STANDAR PROSEDT'R OPERASITONAL

l SPO Pelaydm Antenatat D Ada
2. SPO Pelaydd Persaline tr Ada
3. SPO Pelaydd Nifas . Ada
.r. SPO Penmsdan Bayi B€n . Ada

5. SPO pelayand KB - Ada
6. SPO P€ndgdm PER, ! Ada

PEB. Eklamsi
7. SPO Penatalaksdm ! Ada

8. SPO Hemmoragic Ante - Ada

9. SPo Hemmoragic

tr Tida& ada
! Tidak ada

! Tidak ada
! Tidak ada

- Tidal ada

tr Tidak ada

! Tidal< ada
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10. sPO Pendgdd BaYi

t 1. SPO Mengaiasi SYok

12. SPO Penegald
Pengendalian lnfeksi (PPI)

+/- : tidak hans ada

-
.

n Ada

J. HASIL PEI{!!{JAUAI :

K. KESU,IPULAN:

1.

3.
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FORMULIR II

Contoh Surat Tanda Registrasi Bidan
MAJELIS TENAGA KESEIIATAN INDONESIA

(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

SURAT TA]VDA REGISTRASI BIDAN

REGBTRATION CERTIFICATE OF MIDWIFE

NOMOR REGISTRASI

REG]:iTRATION NUMBDR

CERTIPICATN MNTEAR

TANG{}AL I-III,TIS

!4U4
NAME

IEMPAT/TANGGAL LAHIR

PI.ACE/DATE OF BIRTH

JENIS KEI21MIN

SEX

NOMOR I.IA7-AH

DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI

t xlvERslt"r
KOMPSIENSI
(X)MPETDN(]E

NOMOR SERI'IFIKAT KOMPETENSI:

COMPETENCE CERT]FrcATK)N NI]MBER

STR BERIAKU SAMPAI | (sesuai penMlrldmrl settilikat tutnqEtensi)
UAI,ID I]NTIT,

......-..201..-

an.Mentsi Kesehatan

I(ETUA MA"JDIIS TENAGA KESEIIATAN INDONFSIA
CI]A]RMAN OF INIX)NESII'N HEALTH PROFESSION
FAART'

{.,.-,.-,.-,.--..-........-.......-..---,.-..-...-..-..-..........}
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FORMULIR I]I

Perihal Permohonan Surat Izin Praktik
Bidan (SIPB)

Kepada Yth,
Kepala ... (Instansi Pemberi lzin)
Kabupaten/Kota..............
Di

Densan ini menga.jukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin

Praltik Bidd (SIPB) pz:.da - . .....- (sebut nalna fasilitas pelavanm

kesehatan atau tempa.t prattik, dan alamat)

Ydg bertanda tangan
Nama Irnekap

Tempat/Tanggal lahir
Jenis Kelamin

Nomor STRB

d.

f.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkarl;
fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;

surat keterangan sehat dan dokter yang memilikl surat izin praktiki
surai pernyataan memiliki tempat praktik;
surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelavana Kesehatan tempat

Bidan akan berprattik;
pas foto terbaru da berwarna denean ul<uran 4X6 cm sebanvak 3

(tisa) lembar;
rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempati

rekomendasi dari Organisasi Profesi

Demikian a.tas perhatlan Bapal</Ibu kaJni ucapkan terima kasih
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FORMULIR IV

KOP ...,,., (INSTANS] PEMBERI IZIN) KABUPATEN/KOTA*

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN(SIPB)

Nomor ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang rzin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang beItar1da tangan di bawah ini, KeFta
...... kabupaten/kota ...... (Instansi pemberi rzin) memberikan izin pralalik
kepada:

{Nama Lenskap)

Nomor STRR

Untuk menjabrrkan pral{tik sebagai Bidan di ... ltempat dan alamat tengkap

Surat Izin kal<tik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tangsat ... risesuar
pembertakuan STRA.

Tempat/tansgal lahir :

Alamat

4X6

Dikeluarkan di
Pada tanegal

Pemerin-ah Daerah KabJparen/Kora .. ........ .

Kepala ..- (Instansi Pemberi lzin) Kabupaten/Kota

(..

1 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaien/Kota ...j
3. Ketua Organisasi hofesi Bidan Cabane .._i dan
4. Peftinggal.
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Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Ke ne'1teria_ Ke<ehatar R.p-blL' Indon-sia
H.R Rasuna Said Blok X5 Kav No.4-9, Jakarta selaian
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